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KATA PENGANTAR 


Buku ini adalah Dasar-Dasar Hukum Perikatan yang lahir dari 
Perjanjian dan dari Undang-Undang diperuntukkan bagi para 
mahasiswa yang mengikuti kuliah Hukum Perdata dari Fakultas 
Hukum. “ Na 
— Sebagaimana diketahui banyak buku-buku' hukum Perikatan 
lainnya yang diterbitkan, maka dari itu buku ini sifatnya adalah 
melengkapi atau sebagai bahan . perbandingan dari: buku-buku 
Hukum Perikatan yang telah ada. Ma 

Semoga buku ini bermanfaat kiranya bagi para pembaca 
untuk meningkatkan ilmu pengetahuannya dalam bidang Hukum 
Perdata, khususnya Hukum Perikatan. | 


Semarang, 25 Desember 1994 


Penyusun 


Prof. Purwahid Patrik, SH 
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BAB I 


HUKUM PERDATA 
(HUKUM PERIKATAN YANG LAHIR DARI PERJANJIAN) 


Hukum Perikatan diatyr dalam buku ke III KUH Perdata. 
Tetapi definisi mengenai apa Perikatan tidak diatur di dalamnya. 
Hukum Perikatan merupakan bagian dari Hukum Harta Kekayaan 
(Vermogensrecht) dan bagian yang lain dari Hukum Harta Ke- 
kayaan adalah Hukum Benda. 

Hukum Perikatan mempunyai sistem terbuka sedangkan 
-hukum benda mempunyai sistem yang tertutup. Sistem terbuka 
adalah orang dapat mengadakan perikatan yang bersumber pada 
perjanjian, perjanjian apapun dan bagaimanapun isinya yang 
mereka kehendaki, baik yang diatur dalam undang-undang mau- 
pun tidak diatur dalam undang-undang. Inilah yang disebut 
kebebasan berkontrak (contractsvrijeid, partijautonomie) dengan 
syarat bahwa kebebasan. berkontrak ini. dibatasi dengan pem- 
batasan umum, yaitu yang diatur dalam pasal 1337, sebabnya 
harus halal, tidak dilarang oleh undang-undang, atau tidak ber- 
tentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum. 

Juga dibatasi dengan pasal 1254 yaitu syaratnya harus. mung- 
kin terlaksana dan harus susila. 

Pembatasan khusus yaitu diatur dalam peraturan-peraturan 
khusus dari hukum pemaksa (misal: Undang-undang Perburuhan) 
artinya semua perjanjian yang menyimpang dari peraturan itu 
adalah batal. | : 

Hukum Perikatan yang diatur dalam Buku III, KUH Perdata 
adalah hukum pelengkap yang merupakan peraturan umum 
artinya :orang bebas mengadakan perjanjian apapun isinya dan 
hukum perikatan hanya bersifat melengkapi saja. 
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1. Definisi Hukum Perikatan 


Definisi hukum perikatan diatur dalam buku III KUH Perdata, 
tetapi definisi ini diberikan oleh ilmu pengetahuan, yaitu: Suatu 
hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara 2.0rang 
atau lebih di mana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak 
lain berkewajiban atas sesuatu. 

Hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan ini merupa- 
kan suatu akibat hukum, akibat hukum dari suatu perjanjian 
atau peristiwa hukum lain yang menimbulkan perikatan. 

Ini dibedakan dengan kewajiban-kewajiban yang timbul dari 
pergaulan biasa, janji-janji di luar hukum, yang tidak menimbulkan 
perikatan misalnya: membuat janji untuk pergi berpesiar bersama, 
untuk makan bersama. Meskipun bukan perikatan tetapi berdasar 
kesusilaan (moral) wajib dipenuhi. . 

Tetapi apabila janji untuk pergi bersama di mana pihak yang 
satu sudah memesan taksi, sudah memesan tempat peristirahatan 
yang sudah dibayar, maka di sini sudah ada hubungan hukum 
dalam harta kekayaan yang menimbulkan perjkatan. 


2, Subyek-subyek dari perikatan 


Bahwa perikatan adalah suatu hubungan hukum antara orang- 
orang tertentu yaitu antara kreditur dan debitur. 

Kreditur biasanya disebut sebagai pihak yang aktif sedangkan 
debitur biasanya pihak yang pasif. 

Sebagai pihak yang aktif kreditur dapat melakukan tindakan- 
tindakan tertentu terhadap debitur yang pasif yang tidak mau 
memenuhi kewajibannya. Tindakan-tindakan kreditur dapat 

' berupa memberi peringatan-peringatan menggugat di muka penga- 
dilan dan sebagainya. 

Biasanya kreditur adalah tertentu orangnya, misalnya: A me- 
minjamkan uang kepada B, A adalah kreditur dalam perjanjian 
hutang pihutang itu: dan pihutangnya sendiri adalah pihutang 
yang atas nama yaitu atas nama A di mana penyerahan pihutang 
yang atas nama itu harus dengan akte cessie. Tetapi kadang- 
kadang masyarakat menghendaki agar penyerahannya dapat 
dilakukan dengan sederhana sekali tanpa ada hal-hal yang formil, 
maka dari itu dibuatlah suatu pengakuan hutang yang atas tunjuk 
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(aan onder) atau atas bawa (aan toonder). Sehingga dengan penye- 
rahan pihutang atas tunjuk cukup dengan edossemen dan penye- 
rahan pihutang atas bawa dengan penyerahan dari tangan ke 
tangan saja. 

Maka dari itu dengan adanya penyerahan- -penyerahan yang 
sederhana tersebut di atas nyata sekali bahwa kreditur sewaktu- 
waktu dapat berganti kecuali penyerahan pihutang yang atas 
nama. 

Pengganti-pengganti kreditur itu memiliki hak kwalitatif 
dari kreditur-kreditur yang lama. 

Tetapi bagaimanapun juga debitur harus tertentu orangnya. 
Hutang-hutang yang dipindahkan kepada orang lain tanpa ada 
bantuan dari krediturnya tidak mungkin. Untuk dapat menye- 
rahkan hutang-hutang kepada orang lain maka diperlukan per- 
setujuan dari kreditur agar kreditur mengetahui dengan pasti 
debiturnya untuk dapat mengambil tindakan-tindakan yang perlu 
apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya. 


3. Obyek Perikatan 


Obyek dari perikatan adalah prestasi, yaitu debitur berke- 
wajiban atas suatu prestasi dan kreditur berhak atas suatu 
prestasi. 


Ujud dari prestasi adalah memberi sesuatu, berbuat sesuatu 
dan tidak berbuat sesuatu (ps. 1234). 


Perikatan untuk memberi ialah kewajiban seseorang untuk 
memberi sesuatu, untuk menyerahkan sesuatu. Apabila hutang 
itu terdiri dari memberi barang tertentu maka pada debitur masih 
mempunyai kewajiban lain yaitu memelihara barang itu sebaik- 

. baiknya sampai pada saat penyerahannya. Pemeliharaan itu 
meliputi juga penjagaan barang itu terhadap kerusakan dan ke- 
musnahannya. Memberi sesuatu dapat diartikan menyerahkan 
“sesuatu baik penyerahan yang nyata maupun penyerahan yang 
yuridis. Misalnya: pinjam pakai, menyewakan atau menyerahkan 
hak milik. 

Perikatan "untuk berbuat sesuatu yaitu prestasinya berujud 
berbuat sesuatu atau melakukan perbuatan tertentu yang positif. 
Misalnya: memotong rumput, membersihkan halaman dan seba- 
gainya. | 


3 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 
Ebook Lainnya www.ayomas.uk 


Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


Perikatan untuk tidak berbuat sesuatu yaitu untuk tidak 
melakukan perbuatan tertentu yang telah dijanjikan. Misalnya: 
tidak mendirikan bangunan yang menutupi pemandangan atau 
supaya membiarkan saja orang mengambil air dari sumurnya. 

Untuk syahnya perikatan diperlukan syarat-syarat ter- 
tentu: 


1. Obyeknya harus tertentu. 
Prestasinya harus tertentu, syarat 'ini diperlukan hanya ter- 
hadap perikatan yang timbul dari perjanjian. 


2. Obyeknya harus diperbolehkan, artinya tidak bertentangan 
dengan undang-undang, ketertiban umum atau kesusilaan. 


3. Obyeknya dapat dinilai dengan uang. 
Sebagaimana definisi yang ditentukan untuk perikatan, yaitu 
suatu hubungan hukum yang letaknya dalam lapangan harta 
kekayaan. | 


4. Obyeknya harus mungkin. 
Rutten tidak setuju syarat ini (Rutten, 1973:13). Apakah 
mungkinnya secara subyektif atau obyektif. Orang tidak dapat 
mengikatkan diri kalau obyeknya secara tidak mungkin dan 
| umum Sudah tidak membenarkan hal ini. 


a. Schuld dan Haftung 


Schuid dan Haftung adalah saling bergantungan sangat erat 
satu sama lain. 

Seorang berhutang kepada orang lain disebut debitur dengan 
perkataan lain ja mempunyai schuld kepada orang lain yaitu 
kepada kreditur. 

Di samping debitur mempunyai shuld juga ia harus bertang- 
gung jawab atas schuld itu apabila ia.tidak membayar hutangnya 
maka ja harus membiarkan sebagian atau seluruh harta bendanya 
untuk diambil oleh kreditur. Membiarkan harta bendanya untuk 
diambil baik sebagian atau seluruhnya terhadap hutangnya yang 
tidak dibayar itu disebut haftung (ps. 1131). Jadi debitur mem- 
punyai schuld dan haftung kepada kreditur. 

Kadang-kadang dapat terjadi bahwa debitur mempunyai 
schuld tetapi tidak ada haftung, yaitu dalam hal perikatan wajar 
(ps. 1359 ayat 2). 
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b. Wajib memikul (draagplicht) dan menanggung gugat (aanspra- 
kelijkheid). 


Wajib memikul adalah ja di mana untuk membayar hutangnya 
akhirnya digantungkan pada harta bendanya. 

Menanggung gugat adalah ja kepada siapa gugatan itu di- 
tujukan. | 

Menanggung gugat adalah debitur pokok dan penanggung, 
sedangkan wajib memikul hanya pada debitur pokok saja. 

Sebagaimana dalam pasal 1295 KUH-Perdata semua debitur 
secara tanggung menanggung bertanggung gugat, wajib memikul 
hanya ja yang berhutang saja. 

Siapa.yang bertanggung gugat belum tentu wajib memikul. 

Biasanya pertanyaan tentang siapa yang wajib memikul itu 
timbul kalau ada beberapa debitur. Ini terjadi dalam hubungannya 
yang intern, apabila yang tidak wajib memikul itu membayar 
hutangnya, maka ia dapat meminta ganti rugi kepada orang yang 
wajib memikul. 


4. Eksekusi Riil 


Kreditur dapat memaksa kepada debitur untuk memenuhi 
prestasi hanya apabila ia benar-benar mempunyai hak untuk itu, 
dalam hal ini kreditur dapat menuntut kepada hakim agar dengan 
putusannya memaksa debitur untuk memenuhi prestasinya, ini 
disebut eksekusi riil. 

Kalau sampai kreditur tidak dapat mengadakan eksekusi riil, 
dan kreditur menderita kerugian akibat tidak dipenuhinya prestasi 
itu, kreditur dapat menuntut ganti kerugian atau dapat menuntut 
uang pemaksa dan kalau perjanjiannya adalah timbal balik dapat 
menuntut pemutusan perjanjian. 

Dalam peristiwa-peristiwa apakah eksekusi riil itu dimungkin- 
kan? 

Jawaban dari pertanyaan di atas tergantung dari ujud prestasi- 
nya, yaitu apakah prestasi untuk memberi sesuatu, berbuat sesuatu 
atau tidak berbuat sesuatu. 


1. Dalam hal prestasi untuk memberi sesuatu, yaitu dalam hal 


memperoleh hak eigendom, hak bezit atau menikmati sesuatu 
kebendaan, pokoknya menyerahkan sesuatu. 
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Kalau prestasi berujud memberi sesuatu berupa uang umum- 
nya eksekusi riil dimungkinkan yaitu kreditur dapat menjual 
barang-barang debitur di muka umum dan hasilnya untuk me- 
menuhi prestasi dari debitur itu, begitu pula prestasi untuk 
memberi sesuatu mengenai benda bergerak dimungkinkan 
adanya. 

Dalam penyerahan untuk benda tidak bergerak dan kapal- 
kapal yang untuk peralihan hak eigendomnya diperlukan 
balik nama kemudian debitur menolak melakukannya. Apakah 
kreditur dapat minta putusan hakim untuk membalik nama? 
Terhadap kapal-kapal maka undang-undang memperbolehkan 
adanya (pasal 318 ayat 2 KUHD), namun terhadap benda 
tidak bergerak undang-undang tidak mengaturnya. 


2. Dalam hal prestasi untuk berbuat sesuatu, kita harus melihat 
lebih dulu apakah prestasi itu melekat pada pribadi dari 
debitur atau tidak. Kalau prestasi itu melekat pada diri pribadi 
dari debitur artinya mengenai keahliannya dan pengetahuan- 
nya (misalnya: Pelukis, Penyanyi dan lain-lain) maka eksekusi 
riil tidak mungkin dilakukan. 


3. Dalam hal prestasi untuk tidak berbuat sesuatu, adakalanya 
eksekusi riil dimungkinkan adakalanya tidak. - Misalnya: 
Kreditur dapat menuntut pembatalan segala yang bertentang- 
an dengan perjanjian dan minta kuasa dari hakim untuk mem- 
bongkar bangunan yang didirikan yang dilarang oleh perjanjian 
antara kedua belah pihak, semua itu atas biaya dari debitur. 


Tetapi adakalanya eksekusi riil tidak dimungkinkan yaitu 
dalam hal perjanjian dengan tetangga agar dalam waktu-waktu 
tertentu tidak membunyikan suara-suara yang dapat meng- 


ganggu. 


Untuk mengatasi hal-hal yang tidak mungkin dilakukan ekse- 
kusi riil tersebut di atas dapat dipergunakan upaya hukum yang 
lain yaitu kreditur dapat menuntut pengganti kerugian atau dapat 
menuntut uang pemaksaan (dwangson) atau pengganti kerugian 
dan uang pemaksa. 
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5, Hak Perorangan dan Hak Kebendaan 


Hak perorangan yang merupakan segi yang aktif dari hukum 
Perikatan dapat jelas nampak di dalam Hukum Harta Kekayaan 
apabila kita tempatkan dalam hubungannya dengan Hak Kebenda- 
an. j 

Sebagaimana diketahui Hukum Benda dan Hukum Perikatan 
keduanya bersama-sama dapat disebut Hukum Harta Kekayaan 
(Vermogenrecht). | 

Dulu hak perorangan dianggap selalu merupakan lawan dari 
hak kebendaan tetapi sekarang kita mengetahui bahwa di dalam 
hukum tidak selalu terdapat pertentangan yang mutlak, tetap 
selalu ada hal-hal yang di tengah-tengahnya. Demikian pula bahwa 
dalam tiap-tiap hak kebendaan ada hak perorangan dan dalam 
hak perorangan ada hak kebendaannya. 

Hukum Agraria adalah hak kebendaan tetapi mempunyai sifat- 
sifat perorangan yang kuat, juga sewa menyewa adalah hak per- 
orangan yang mempunyai sifat-sifat hak kebendaan. 

Lain daripada itu pengertian hak perorangan dan hak relatif, 
pengertian-pengertian hak kebendaan dan hak mutlak itu tidak 
dapat saling tumpang menumpang. 

Hak kebendaan adalah hak mutlak atas suatu benda yaitu yang 
dapat dipertahankan terhadap siapapun dan mempunyai "droit 
de suito”. | 

Hak perorangan adalah relatif dan hanya mengikat orang-orang 
tertentu yaitu antara kreditur dan debitur. 

Di samping itu masih ada lagi hak mutlak tetapi bukan atas 
suatu benda dan bersifat monopolistis, antara lain hak cipta, hak 
pengarang dan hak atas merek. 

Hak kebendaan selalu dalam keadaan diam, hak perorangan 
bermaksud untuk bergerak. Pemilik benda adalah pemilik, pem- 
beli ingin menjadi pemilik ia harus mengadakan perjanjian jual 
beli dan kemudian harus ada penyerahan. 

Hanya terhadap perikatan yang prestasinya tidak berbuat 
sesuatu maka hak perorangan bermaksud untuk tetap dalam ke- 
adaan diam. 

Hak perorangan berusaha untuk mengakhiri keadaan, karena 
dia berusaha untuk dapat dipenuhi prestasinya dan dengan pe- 
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menuhan itu hak perorangan berakhir. Misalnya: jual beli rokok, 
dengan perjanjian jual beli pembeli mempunyai hak perorangan 
yaitu penyerahan rokok itu, apabila penjual memenuhi penyerah- 
an itu maka hak perorangan dari pembeli akan lenyap. 


6. Pembagian Buku III KUH Perdata 


Buku III KUH Perdata mengatur tentang Hukum Perikatan 
Buku III ini dibagi dalam 18 Bab. 

Bab I sampai dengan Bab IV KUH Perdata mengatur tentang 
Bagian Umum dari Hukum Perikatan sedangkan Bab V sampai 
dengan Bab XVIII mengatur tentang Bagian Khusus dari Hukum 
Perikatan. 

Bagian Khusus dari Hukam Perikatan merupakan Perjanjian- 
perjanjian khusus atau dapat disebut Perjanjian- “perjanjian Ber- 
nama. 

Bab I mengatur tentang Perjkatan-perikatan pada umumnya. 

Bab II mengatur tentang Perikatan-perikatan yang dilahirkan 
(timbul) dari perjanjian. 

Bab III mengatur tentang Perikatan-perikatan yang dilahirkan 
(timbul) dari undang-undang. 

Bab IV mengatur tentang hapusnya perikatan. 

Bagian Umum tersebut di atas merupakan Asas-asas dari 
Hukum Perikatan, sedangkan bagian khusus mengatur lebih lanjut 

— darj asas-asas ini untuk peristiwa-peristiwa khusus. 

Bagian umum berlaku bagi semua perikatan baik yang diatur 
dalam KUH Perdata maupun yang diatur dalam KUHD atau dalam 
perundang-undangan khusus lainnya. Kecuali apabila telah djatur 
secara khusus: dan ini berlakulah asas Lex Specialis derogat legi 
generali. 

Bagian khusus adalah perjanjian-perjanjian khusus atau per- 
janjian-perjanjian bernama telah diatur dalam KUH Perdata dan 
KUHD. 

Hubungan antara KUH Perdata dan KUHD dapat dibaca dalam 
pasal 1 KUHD. 

KUHD mengatur perjanjian-perjanjian khusus yang lebih 
modern yang belum ada pada zaman Romawi dulu, karena adanya 
pengaruh hubungan perdagangan internasional yang lebih efektif. 
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7. Sumber-sumber Perikatan 
Perikatan 


ps. 1233 


Perjanjian Undang-undang 
ps. 1313 ps. 1352 


Undang-undang melulu 
ps. 104 


ps. 625 
Undang-undang dan 
perbuatan manusia 
ps. 1353 
Perbuatan yang menurut hukum | Perbuatan yang melawan 
ps. 1354 hukum 
ps. 1359 ps. 1365 


Dari skema di atas dapat diketahui bahwa sumber pokok. dari 
Perjkatan adalah Perjanjian dan Undang-undang, dan sumber dari 
Undang-undang dapat dibagi lagi menjadi Undang-undang dan 
Perbuatan manusia dan Undang-undang melulu sedangkan sumber 
dari Undang-undang dan Perbuatan manusia dibagi lagi menjadi 
Perbuatan yang menurut hukum dan Perbuatan yang melawan 
hukum. 

Ketentuan undang-undang menyatakan bahwa semua perikat- 
an timbul perjanjian atau karena undang-undang. 

Hal itu memang dapat diterangkan bahwa perikatan yang 
timbul dari perjanjian adalah karena kehendak dari pihak-pihak, 
perikatan yang timbul dari Undang-undang karena Undang- 
undang. 
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Pada hakekatnya perikatan yang timbul dari undang-undang 
melulu adalah tidak mungkin karena perjkatan di sini terjadi tidak 
karena kehendak kedua belah pihak atau tidak ada perjanjian. 

Perikatan yang timbul dari Undang-undang melulu adalah 
perikatan yang letaknya di luar Buku III, yaitu yang ada dalam 
ps. 104 mengenai kewajiban alimentasi antara orang tua dan anak 
dan yang lain dalam ps. 625 mengenai Hukum Tetangga yaitu Hak 
dan Kewajiban pemilik-pemilik pekarangan yang berdampingan. 

Yang termasuk golongan Perikatan yang timbul karena Per- 
buatan yang menurut Hukum ialah ps. 1354, mengurus kepenting- 
an Orang lain secara sukarela (zaakwaarneming) dan ps. 1359 Pem- 
bayaran yang tak terutang. ' 

Di samping itu terdapat pula perikatan yang timbul karena per- 
buatan yang melawan hukum ps. 1365. 

Dj luar sumber-sumber perikatan yang tersebut di atas terdapat 
pula sumber-sumber lain yaitu: Kesusilaan dan Kepatutan (Moral 
dan fatsoen) menimbulkan Perikatan wajar (Obligatio Naturalis), 
Legaat (Hibah wasiat), Penawaran, putusan Hakim. 

Berdasarkan keadilan (billijkheid) maka hal-hal tersebut ter- 
masuk sebagai sumber-sumber perikatan. 


8. Kesalahan 


Tidak selalu kalau debitur tidak memenuhi kewajibannya 
dapat dituntut pengganti kerugian. : 

Debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya disebabkan 
karena ada kesalahan dari debitur dan mungkin juga tidak ada 
kesalahan dari debitur. 

Kalau debitur tidak memenuhi kewajiban karena ada kesalahan 
disebut wanprestasi dan kalau debitur tidak ada kesalahan maka 
terjadi overmacht (force majeure, keadaan memaksa). | 


Ada 3 (tiga) unsur untuk adanya kesalahan. 


1. Perbuatan yang dilakukan debitur dapat disesalkan. 
2 Debitur dapat menduga akibatnya. 
a) Dalam arti yang obyektif, yaitu sebagai manusia normal 
pada umumnya dapat menduga akibatnya. 
b) Dalam arti yang subyektif, yaitu sebagai seorang ahli dapat 
menduga akibatnya. 
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3. Dapat dipertanggungjawabkan: yaitu debitur adalah dalam ke- 
adaan cakap. 


” Luasnya kesalahan meliputi kesengajaan, yaitu perbuatannya 
memang diketahui dan dikehendaki, dan kelalaian yaitu tidak 
mengetahui tetapi hanya mengetahui adanya kemungkinan bahwa 
akibatnya akan terjadi. 

Kesengajaan ini biasanya dalam undang- iridahe disebut juga 
sebagai "arglist”, ps. 1247, 1248. 


9. Wanprestasi (cidera janji, ingkar janji). 
Bentuk-bentuk dari wanprestasi adalah: 


ph 


Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali. 
2. Debitur terlambat dalam memenuhi prestasi. 
3. Debitur berprestasi tidak sebagaimana mestinya. 


Dari bentuk-bentuk wanprestasi tersebut di atas kadang- 
kadang menimbulkan keraguan, pada waktu debitur tidak me- 
menuhi prestasi, apakah termasuk tidak memenuhi Pisau sama 
sekali atau terlambat dalam memenuhi prestasi. 

Apabila debitur sudah tidak mampu memenuhi frestasinya 
maka ja termasuk bentuk yang pertama, tetapi apabila debitur 
masih mampu memenuhi prestasi ia dianggap sebagai terlambat 
dalam memenuhi prestasi. 

Bentuk ketiga, debitur memenuhi prestasi tidak sebagaimana ' 
mestinya atau keliru dalam memenuhi prestasinya, apabila prestasi 
masih dapat diharapkan untuk diperbaiki maka ia dianggap ter- 
lambat tetapi apabila tidak dapat diperbaiki lagi ia sudah dianggap 
sama sekali tidak memenuhi prestasi. 


a. Akibat dari wanprestasi 
Sebagai akibat terjadinya wanprestasi maka debitur harus: 


1 Mengganti kerngian. 

2. Benda yang dijadikan obyek dari perikatan sejak saat tidak 
dipenuhinya kewajiban menjadi tanggung jawab dari debitur. 

3. Jika perjkatan itu timbul dari perjanjian yang timbal balik, 
kreditur dapat minta pembatalan (pemutusan) perjanjian. 
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Di samping debitur harus bertanggung gugat tentang hal-hal 
tersebut di atas maka apa yang dapat dilakukan oleh kreditur 
menghadapi debitur yang wanprestasi itu. Kreditur dapat me- 
nuntut salah satu dari 5 kemungkinan sebagai berikut: 

Dapat menuntut pembatalan/ pemutusan perjanjian. 
Dapat menuntut pemenuhan perjanjian. 

Dapat menuntut pengganti kerugian. 

Dapat menuntut pembatalan dan pengganti kerugian. 
Dapat menuntut pemenuhan dan pengganti kerugian. 


mad 


Kapan saat terjadinya wanprestasi? Wanprestasi memang dapat 
terjadi dengan sendirinya tetapi kadang-kadang tidak. 

Banyak perikatan yang tidak dengan ketentuan waktu pe- 
menuhan prestasinya memang dapat segera ditagih. 

Tetapi pembeli juga tidak dapat menuntut pengganti kerugian 
apabila penjual tidak segera mengirim barangnya ke rumah pem- 
beli. 

Ini diperlukan tenggang waktu yang layak dan ini diperboleh- 
kan dalam praktek. 

| Tenggang waktu dapat beberapa La dapat pula satu hari 
bahkan lebih. 

Maka dari itu dalam perjanjian-perjanjian yang tidak ditentu- 
kan waktunya wanprestasi tidak terjadi demi hukum, karena tidak 
ada kepastian kapan ia betul-betul wanprestasi. 

Kalau perikatan itu dengan ketentuan waktu, kadang-kadang 
ketentuan waktu mempunyai arti yang lain yaitu: bahwa debitur 
tidak boleh berprestasi sebelum waktu itu tiba. 

Jalan keluar untuk mendapatkan kapan debitur itu wanprestasi 
undang-undang memberikan upaya hukum dengan suatu pernyata- 
an lalai (ingebrekestelling, sommasi) - 

Fungsi pernyataan lalai jalah merupakan upaya hukum untuk 
menentukan kapan saat terjadinya wanprestasi. 

Sedangkan pernyataan lalai adalah pesan Beku dari 

kreditur kepada debitur yang menerangkan kapan selambat- 
lambatnya debitur diharapkan memenuhi prestasinya. 

Biasanya diberikan waktu yang banyak bagi debitur terhitung 
saat pernyataan lalai itu diterima oleh debitur. 
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Pernyataan lalai ada yang diperlukan dan ada yang tidak di- 
perlukan mengingat auanya ventuk wanprestasi. | 


1. Apabila debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali maka per- 
nyataan lalai tidak diperlukan, kreditur langsung minta ganti 
kerugian. : 


2. Dalam hai debitur terlambat memenuhi-prestasi maka per- 
nyataan lalai diperlukan, karena debitur dianggap masih dapat 
berprestasi. . 


3. .Kalau debitur keliru dalam memenuhi prestasi, Hoge Raad ber- 
pendapat pernyataan lalai berlu. tetapi Meijers berpendapat 
lain apabila karena kekesiruan aebitur kemudian terjadi pe- 
mutusan perjanjian yang positif (positive contractbreuk), psr- 
nyataan lalai tidak nerhu, 


Pemutusan perjanjian yang positif adalah dengan prestasi 
debitur yang keliru itu menyebabkan kerugian kepada milik lain- 
nya dari kreditur misalnya: dipesan jeruk Bali dikirim jeruk jenis . 
lain yang sudah busuk hingga menyebabkan jeruk-jeruk lainnya 
dari kreditur menjadi busuk. 

Lain halnya pemutusan perjanjian yang negatif, kekeliruan 
prestasi tidak menimbulkan kerugian pada milik lain dari kreditur 
maka pernyataan lalai diperlukan. Bentuk-bentuk pernyataan lalai 
telah ditentukan dalam ps. 1238 harus disampaikan dengan pe- 
rintah yaitu dengan exploit dari jurusita, yang penting adalah pem- 
beritahuan dari jurusita yang dilakukan secara lisan bukan surat- 
nya. 
Sedangkan apa yang disebut akta dalam ps. 1238 ialah suatu 
perbuatan hukum. 

Namun sebagaimana diketahui dengan. adanya Surat Edaran 
Mahkamah Agung No. 3 tahun 1963, maka ps. 1238 termasuk 
dianggap tidak berlaku lagi, yang berbunyi sebagai berikut: 

”Ps. 1238 menyimpulkan, bahwa pelaksanaan suatu perjanjian 
hanya dapat diminta di muka Hakim, apabila gugatan ini didahului 
dengan suatu penagihan tertulis, Mahkamah Agung sudah pernah 
memutuskan, di antara dua orang Tionghoa, bahwa pengiriman 
turunan surat gugat kepada tergugat dapat: dianggap sebagai pe- 
nagihan oleh karena si tergugat masih dapat menghindarkan ter- 
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kabulnya gugatan dengan membayar hutangnya sebelum hari 
Sidang Pengadilan”. 

Jadi pengiriman turunan surat gugat kepada tergugat dapat 
dianggap sebagai pernyataan lalai (sommasi). 


10. Pengganti Kerugian, bentuk dan unsur-unsurnya. 


Apabila Undang-undang berbicara tentang pengganti kerugian 
yang timbul karena tidak memenuhi perikatan, maka yang di- 
nyatakan kerugian adalah kerugian yang nyata yang timbul dari 
wanprestasi. | 

Pengganti kerugian untuk kerugian yang disebabkan oleh 
.wanprestasi menurut pendapat umum hanya dapat diganti dengan 
uang. (Karena uang adalah bentuk pengganti kerugian yang paling 
sedikit menimbulkan perselisihan). 

Sesuai dengan pasal-pasal 1243, 1244 jstilah yang dipakai oleh 
Undang-undang untuk pengganti kerugian adalah Biaya, Rugi dan 
Bunga (Kosten, Schaden en interessen). 


Kerugian terdiri dari dua unsur. Kerugian yang nyata diderita 
(damnum emergens) meliputi biaya dan rugi, dan keuntungan yang 
tidak diperoleh (Lucrum cessans) meliputi bunga. 


Kadang-kadang kerugian hanya merupakan kerugian yang 
nyata diderita saja, tetapi kadang-kadang meliputi kedua-dua 
unsur tersebut. 


a. Jumlah dari pengganti kerugian 


Kecuali kalau pihak-pihak telah menentukan sendiri jumlah 
pengganti kerugian atau Undang-undang dengan tegas menentukan 
lain, maka jumlah pengganti kerugian ditentukan sedemikian 
besarnya sehingga keadaan kekayaan darj kreditur harus sama 
seperti kalau debitur telah memenuhi kewajibannya. 


Jadi dapat diterangkan sebagai berikut: 


1. Pihak-pihak dapat menentukan sendiri jumlah pengganti 
kerugian sesuai dengan pasal 1249. 


2. Undang-undang juga menentukan dengan tegas, yaitu yang 
tersimpul dalam pasal 1250 disebut bunga yang moratoir. 
(Berdasar St. 1848-22 bunganya 64 setahun). 
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3. Kalau pihak-pihak tidak menentukan jumlah pengganti ke- 
rugian dan Undang-undang tidak menentukan dengan tegas, 
maka jumlah pengganti kerugian ditentukan sedemikian 
besarnya sehingga kekayaan dari kreditur harus sama seperti 
kalau debitur telah memenuhi kewajibannya. 


Pada dasarnya pihak yang dirugikan harus membuktikan 
bahwa ja betul-betul menderita kerugian dan berapa jumlah 
kerugian itu. Kadang-kadang memang sulit untuk membuktikan 
dan diperlukan perincian kerugian. 


b. Kerugian yang materiil dan immateriil 


Perlu diketahui bahwa Undang-undang hanya mengatur peng- 
ganti kerugian yang bersifat meteriil. Kemungkinan terjadi bahwa 
kerugian itu menimbulkan kerugian yang immateriil, tidak ber- 
ujud, moril, idiil, tidak dapat dinilai dengan uang, tidak ekonomis, 
yaitu berupa sakitnya badan, penderitaan batin, rasa takut, dan 
sebagainya. | 

Umumnya terhadap kerugian yang immateriil ini dapat digugat 
berdasar pasal 1365 perbuatan yang melawan hukum. 


c, Syarat-syarat pengganti kerugian. 


Syarat-syarat pengganti kerugian ditentukan dalam pasal-pasal 
1247 dan 1248 yaitu: 


1. Kerugian yang dapat diduga lebih dulu atau seharusnya dapat 
diduga lebih dulu pada waktu perikatan timbul. 


2. Kerugian yang merupakan akibat langsung dan seketika dari 
wanprestasi. 


Ad.1. Masalah yang timbul dari pasal 1247. 


Kerugian yang dapat diduga itu secara obyektif atau subyektif. 
Berdasar putusan H.R. maka pengertian dapat diduga harus secara 
obyektif artinya kerugian itu dapat diduga berdasar pengalaman 
manusia yang normal, juga terhadap besarnya kerugian. 

Firma Belanda memesan brambang dari Cekoslovakia dan 
supaya dikirim ke Hamburg. Pembeli kemudian tidak mau mem- 
bayar hingga perlu dijual di Jerman. 
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